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BELAKANGAN ini media sosial

(medsos) dihebohkan beredarnya video

mesum guru dan siswi di Gorontalo.

Dikutip dari kompas.com, penyidik

PPA Polda Gorontalo, Brigadir Polisi

Jabal Nur menyampaikan video terse-

but memperlihatkan tindak asusila an-

tara oknum guru dan siswinya yang

berhubungan seksual. Setelah

ditelusuri lebih dalam, oknum guru

tersebut telah mendekati korban se-

menjak 2022. Tahun 2023, oknum gu-

runya lebih ekstrem menyentuh siswa

yang yatim piatu tersebut. Terbuai per-

hatian yang diberikan oknum guru

tersebut, kejadian tersebut terulang

kembali Januari 2024. Publik menge-

cam kejadian tersebut apalagi terjadi

di dalam dunia pendidikan dan terus

berulang.

Tindakan atau perilaku orang yang

lebih dewasa kepada anakñanak/rema-

ja usia sekolah yang ujungnya memak-

sa korban agar terlibat dalam aktivitas

seksual sering dikenal dengan nama

gromming. Dikutip dari Connecticut

Alliance to End Sexual Violence, grom-

ming merupakan upaya orang yang

lebih dewasa membangun kepercayaan

kepada anakñanak atau remaja/usia

sekolah yang ujungnya memaksa kor-

ban terlibat dalam aktivitas seksual.

Perilaku  grooming yang terjadi pada

anak ñ anak atau remaja/usia sekolah

sering dikenal dengan child grooming

bisa dikatakan tindakan negatif kare-

na pelaku rentan melakukan mele-

cehkan dan mengeksploitasi korban

dengan dalih menyakinkan lingkung-

an sekitar bahwa anak atau remaja

tersebut aman dalam pengawasannya.

Selain itu mengubah pikiran anak

membangun kepercayaan dan

mengikat emosi anak lewat hubungan

romantis sehingga korban lekat den-

gannya untuk tujuan eksploitasi dan

pelecehan seksual, baik secara lang-

sung maupun lewat media sosial.

Kasus kekerasan seksual guru-murid

Gorontalo bisa dikategorikan dengan

child grooming. Pasalnya, pelaku me-

manfaatkan kerentanan korban seba-

gai yatim piatu lantas memanipu-

lasinya agar melakukan hubungan

seksual dengannya. Pelaku memba-

ngun hubungan asmara, membuat kor-

ban merasa pelaku mengayominya dan

memberi perhatian lebih, sehingga

membuatnya merasa nyaman.

Dampak yang terjadi korban groom-

ing biasanya mengalami kesulitan

tidur, cemas atau kesulitan untuk

berkonsentrasi atau mengerjakan tu-

gas sekolah. Sementara itu, lama-kela-

maan mereka mungkin juga akan

menjadi menarik diri, tidak komu-

nikatif dan marah atau kesal karena

selalu teringat perilaku pelaku menun-

jukkan kasih sayang kepadanya.

Dampak panjangnya sendiri dapat

hidup dengan kecemasan dan depresi.

Apalagi mengalami tindakan seksual

yang berulangkali menjadi trauma

sampai dewasa.

Kejahatan grooming telah dilarang

sejak Konvensi Internasional untuk

Pemberantasan Perdagangan

Perempuan dan Anak pada tahun

1921. Untuk itu peran masyarakat

ataupun keluarga terdekat dan paling

dekat (jika anak yatim piatu) sangat

penting untuk mencegah

kejahatan grooming

tersebut tidak terkecuali

pendidik untuk melin-

dungi masa depan

anakñanak ataupun

anakñanak yang menuju

usia remaja. Langkah

praktisnya yaitu menge-

nali apa itu child groom-

ing baik itu bahayanya

dan tanda-tandanya.

Selanjutnya memberi-

kan pemahaman kepada

anakñanak/usia remaja

tentang membangun hu-

bungan yang sehat de-

ngan orang-orang di seki-

tar mereka, termasuk te-

man sebaya dan orang

dewasa yang dapat

dipercaya dengan cara

yang terbuka. Terlebih menanamkan

kata ”tidak” pada kontak fisik yang ti-

dak nyaman atau tidak diinginkan.

Jalin komunikasi yang baik dengan

anak-anak, terutama yang memiliki

masalah emosional, kesepian, atau se-

dang mencari perhatian dan dukungan

emosional. Pastikan mereka merasa

nyaman membicarakan pengalaman

dan perasaan mereka dengan orangtua

atau orang yang lebih dipercayai ter-

utama topik-topik seksual dalam per-

cakapan ataupun di mana pelaku mu-

lai memaksa atau memanipulasi kor-

ban untuk melakukan tindakan seksu-

al ataupun permintaan foto atau video

tidak senonoh dan tindakan lain yang

melibatkan kontak fisik maupun non-

fisik.

Tunjukkan bahwa kita peduli kepada

usia anak sekolah dan mendukung

masa pertumbuhannya. Pastikan bah-

wa mereka datang kepada orangño-

rang yang bisa dipercaya sehingga da-

pat membantu untuk keluar dari situ-

asi yang dialaminya tersebut ataupun

ketika merasa tidak nyaman dengan

situasi tertentu sehingga dapat terhin-

dar dari kejahatan grooming.(*)

*)Lucia Anung Wargiati SPd,

Guru TK Kencana Melati Kulonprogo.

Menguji Kelayakan Sirekap Pilkada

Lucia Anung Wargiati

KPU: Kunci suasana kondusif Pilkada, taat

aturan.

- Para kontestan harus bisa menjaga.

***

Masuk pancaroba, waspadai ISPA.

- Jangan abaikan penyakit yang lain.

***

Cegah stunting, gemar makan ikan digalakkan.

- Sekaligus persiapan menuju Indonesia

Emas.

Kejahatan ’Grooming’ Usia Sekolah

KPU kembali akan menggunakan

Sirekap pada Pilkada tahun ini. Hal

tersebut disampaikan pimpinan KPU

saat konsultasi dengan DPR dan

Pemerintah pada 25 September lalu.

Kebijakan ini patut diapresiasi di te-

ngah tuntutan masyarakat akan

transparansi, akuntabilitas dan ke-

cepatan informasi.

Menurut Masataka Kimura (2015),

problem utama pemilu konvensional

adalah inefisiensi dan kecurangan

(fraud). Penggunaan teknologi infor-

masi dan komunikasi dalam

Pemilu diyakini mampu meng-

atasi persoalan tersebut.

Dalam konteks Pilkada,

melalui Sirekap publik dapat

segera memantau hasil suara

pasangan calon dalam bebera-

pa jam setelah waktu coblosan

selesai. Dan mestinya paling

lama 1x24 jam, seluruh data

TPS bisa diketahui hasilnya di

daerah yang terjangkau inter-

net.

Meski hasil tabulasi masih

sementara namun bisa digu-

nakan sebagai alat kontrol un-

tuk memastikan hasil penghi-

tungan suara di TPS sama

jumlahnya dengan angka reka-

pitulasi suara di tingkat PPK,

KPU Kabupaten / Kota atau

KPU Provinsi. Dan jika ada

perbaikan maka publik pun

akan mudah mengawalnya.

Berbeda dengan Situng,

Sirekap wajib dipakai pada proses

rekapitulasi. Hal ini persis dengan

Sidalih yang juga harus digunakan

saat rekapitulasi daftar pemilih secara

berjenjang. Karena statusnya sebagai

alat bantu yang bersifat integral, maka

penting untuk memastikan bahwa

Sirekap benar-benar teruji dan layak

pakai.

Penggunaan Sirekap pada Pemilu

2024 lalu masih ditemukan beberapa

persoalan. Problem klise masih terjadi.

Ketika diakses banyak orang tiba-tiba

saja ngadat. Dan yang lebih fatal

adalah kesalahan sistem. Di mana

teknologi OCR dan OMR gagal mem-

baca dan mengkonversi angka secara

akurat. Akibatnya suara perolehan

calon di banyak TPS tiba-tiba

menggelembung bertambah melebihi

jumlah pengguna hak pilih di TPS

tersebut.

Agar Sirekap Pilkada dapat berjalan

lancar dan akurat perlu diperhatikan

beberapa hal. Pertama, kapasitas serv-

er yang memadai. Ini bisa ditempuh

dengan memanfaatkan komputasi

cloud dari Google, Microsoft, IBM,

Amazon atau Alibaba. Kelima layanan

cloud tersebut cukup mumpuni dalam

mengelola big data dan big traffic. Jika

opsi ini dianggap riskan secara politis

karena keberadaan server di luar

negeri, maka bisa menggunakan clus-

ter computer system di KPU.

Mudahnya, ada server utama dan

server feeder (server pembantu). Server

feeder dapat dibuat sesuai jumlah

provinsi (38), kabupaten/kota (514)

atau berbasis regional. Jika ada 1 serv-

er feeder yang overload dan sampai

down, tidak akan mempengaruhi serv-

er lain, upaya perbaikan bisa lebih

cepat di lakukan, serta konsolidasi da-

ta antar server pun bisa lebih mudah

dan cepat.

Kedua, fitur kontrol. Formulir reka-

pitulasi memiliki tiga elemen kunci

yaitu jumlah pengguna hak pilih (A),

jumlah surat suara yang digunakan

(B), serta jumlah suara sah dan tidak

sah (C). Logika tiga elemen, dibangun

dengan argumen bahwa [A = B = C].

Apabila terdapat satu elemen yang

jumlahnya tidak sama dengan elemen

yang lain berarti ada yang salah.

Adalah tidak logis jika hasil perole-

han suara di sebuah TPS melebihi jum-

lah pemilih yang menggunakan hak

pilihnya. Harusnya Sirekap memiliki

fitur auto control. Jika logika tiga ele-

mennya tidak valid maka proses input

data ditolak oleh sistem secara otoma-

tis.

Ketiga, uji coba massal. Kemampuan

Sirekap dalam mengelola data-data

TPS perlu dicoba secara masif terlebih

dahulu. Uji coba tidak hanya parsial

tetapi secara nasional terstruktur sam-

pai di level TPS. KPPS diben-

tuk 1 bulan sebelum hari pe-

mungutan suara. Setelah

dibimtek, KPPS bisa langsung

diberi tugas untuk uji coba ap-

likasi Sirekap versi beta.

Ujicoba ini penting di-

lakukan untuk mengetahui se-

jauhmana kelayakan Sirekap.

Apakah ngadat saat dipakai

banyak pengguna. Apakah

akurasi OCR dan OMR sudah

99,9% atau masih 51%, apakah

fitur auto control Sirekap su-

dah ada dan berfungsi dengan

baik, apakah SDM KPPS dan

PPK sudah pada faham semua

atau masih ada yang gaptek.

Itu semua perlu diuji.

Apabila dilakukan pembe-

nahan dan pengujian hard-

ware, software maupun SDM

secara komprehensif, Sirekap

dapat menjadi alat bantu yang

efektif dalam mewujudkan

Pilkada yang demokratis, transparan,

dan akuntabel.(*)

*)Muhammad Johan Komara,

Wakil Ketua Lembaga Ta’lif wan Nasyr

(LTN) PWNU DIY, Peneliti Senior

JaDI DIY.

Muhammad Johan KomaraDinasti Parlemen
SEBANYAK 732 anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat yang terdiri

dari 580 anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan 152 anggota Dewan

Perwakilan Daerah masa bakti 2024-

2029 telah dilantik, awal Oktober lalu.

Menarik, ternyata dinasti politik

masih menjadi tradisi. Berdasarkan

catatan  Forum Masyarakat Peduli

Parlemen Indonesia (Formappi) me-

ngatakan dari 580 anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) yang dilan-

tik, sedikitnya 79 di antaranya terafil-

iasi dengan dinasti politik, dengan in-

dikator mempunyai relasi kekerabatan

dengan pemangku kekuasaan dan

elite partai, mulai di tingkat kepala da-

erah hingga pejabat di tingkat pusat.

Peningkatan angka dinasti politik di

DPR untuk periode 2024-2029 me-

nunjukkan tren yang meningkat, di-

anggap mengkhawatirkan dalam kon-

teks demokrasi di Indonesia. Berda-

sarkan penelusuran Indonesia Cor-

ruption Watch (ICW), sebanyak 174

anggota DPR terindikasi memiliki

keterkaitan dengan dinasti politik,

yang mencakup sekitar 30% dari total

anggota. Angka ini meningkat diban-

dingkan periode sebelumnya, di mana

pengaruh dinasti politik dianggap lebih

rendah.

Hal tersebut  telah memicu kekha-

watiran di berbagai kalangan penga-

mat tentang kualitas demokrasi di

Indonesia. 

Antara lain pada dampak negatif

pada proses pemilihan.  Partai politik

cenderung memilih calon dari dinasti

karena mereka sudah memiliki nama

dan sumber daya, sehingga meng-

abaikan kandidat yang lebih berkuali-

tas tetapi kurang dikenal. Hal ini men-

ciptakan siklus di mana kekuasaan

hanya berputar di kalangan elit saja.

Itulah yang kemudian dianggap bisa

menyebabkan pengabaian aspirasi

publik . Anggota DPR yang berasal

dari dinasti mungkin lebih fokus pada

kepentingan keluarga mereka daripa-

da aspirasi masyarakat luas. Ini

berpotensi menyebabkan regulasi

dan kebijakan yang tidak mencer-

minkan kebutuhan rakyat.

Hal tersebut bisa berdampakj pada

implikasi sosial dan ekonomi. Meng-

apa?  Dinasti politik sering kali dikait-

kan dengan praktik nepotisme, di

mana kekuasaan dan anggaran ne-

gara digunakan untuk memperkuat

posisi keluarga tertentu. Hal ini dapat

menimbulkan beban sosial dan

merusak kepercayaan publik terha-

dap institusi pemerintahan.

Hal tersebut  juga menunjukkan ke-

terbatasan dalam  kaderisasi. Dengan

dominasi dinasti, peluang bagi kader-

kader baru yang berkualitas untuk

naik ke posisi strategis menjadi sangat

terbatas. Ini menghambat regenerasi

kepemimpinan yang sehat dalam sis-

tem politik.

Karena itu, perlu diingatkan organi-

sasi masyarakat sipil dapat berperan

penting dalam memantau politik di-

nasti dan memobilisasi dukungan un-

tuk perubahan. Mereka dapat melaku-

kan penelitian, menyusun laporan,

dan mengadvokasi kebijakan yang

mendukung transparansi dan akunt-

abilitas.

Antara lain, misalnya  dapat  mem-

pertimbangkan reformasi dalam sis-

tem pemilu untuk membatasi praktik

dinasti politik, seperti pembatasan

jumlah anggota keluarga yang dapat

bertugas dalam jabatan politik yang

sama atau berturut-turut. Ini juga ter-

masuk penerapan aturan etika yang

ketat di partai politik.

Dalam hal ini, peran media juga

penting. Media independen harus

diberdayakan untuk melakukan inves-

tigasi terhadap praktik dinasti politik.

Jurnalisme yang kuat dapat memban-

tu mengungkap nepotisme dan jika

ada praktek  korupsi serta meningkat-

kan kesadaran publik tentang dampak

negatif dari dinasti politik.

Partai politik diharapkan mampu

membangun sistem rekrutmen elit

dan kaderisasi yang lebih baik, de-

ngan mengutamakan merit system. Ini

berarti setiap orang harus melewati

proses penjaringan secara berjenjang,

seperti di birokrasi, sehingga tidak ada

lagi yang mendadak jadi calon ketua

partai atau kepala daerah

Dengan langkah-langkah ini, di-

harapkan pemantauan terhadap kebi-

jakan dinasti politik di parlemen dapat

dilakukan secara efektif, sehingga

menciptakan sistem demokrasi yang

lebih inklusif dan adil. (***)-d

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, teri-

makasih partisipasinya dalam menulis

dan mengirimkan artikel untuk SKH

Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat

email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata,

dengan mengisi subjek mengenai isu

yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas.

Terimakasih. 
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